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RINGKASAN

Latar belakang pemilihan judul masalah dalam Tesis ini didasari adanya
ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai teniron dan mahar vang
berlaku di Kecamatan Blangkejeren, hal ini disebabkan adanya perbedaan
penetapan mahar di dalam Islam dengan ketentuan adat yang berlaku di
Kecamatan Blangkejeren.

Di dalam Islam seorang laki- laki yang akan melangsungkan pernikahan
dibebankan kewajiban untuk membayarkan sejumlah mahar kepada wanila yang
akan dinikahi, sedangkan di masyarakat Kecamatan Blangkejeren selain
kewajiban membayarkan mahar laki- laki yang akan menikah juga diharuskan
membayarkan feniron sebelum akad nikah dilangsungkan.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang bersifat kualitatif.
Dalam meneliti masalah ini, penulis memakai metode Purposive sampling untuk
memperoleh hasil berupa gambaran tentang teniron dan mahar yang berlaku di
Kecamatan Blangkejeren. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan
adalah studi dokumen dan wawancara terhadap beberapa responden yang terdiri
dari: Alim Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta Pemuda. Setelah penulis
melakukan penelitian melalui studi dokumen dan wawancara terhadap beberapa
responden yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan: bahwa
ketentuan adat Gayo tentang teniron merupakan lembaga hukum dalam
perkawinan berupa kewajiban menyerahkan sejumlah vang atau barang kepada
keluarga mempelai wanita yang jenis dan jumlahnya telah disepakati.

Ketentuan tentang penetapan teniron dan mahar tergantung pada tingkat

pendidikan dan status sosial perempuan yang akan dinikahi, adapun bentuk-



bentuk teniron yang biasa ditetapkan adalah: uang, emas, hewan ternak. sebilah
pedang/rencong dan barang berharga lainnya yang nilainya bisa mencapai
puluhan juta rupiah. Ketentuan adat Gayo tentang penetapan teniron dan mahar
ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam , schab di dalam ajaran
Islam tidak ada ditetapkan berapa jumlah dan kadar mahar yang harus diberikan
oleh scorang suami kepada isterinya, hal ini diserahkan pada kebiasaan suatu
masyarakat hanyva saja dianjurkan dengan azas kesederhanaan dan kemudahan,
Meskipun kebiasaan dan adat istiadat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam,
tetapi dalam penerapannya harus benar-benar diperhatikan kepada siapa peraturan
tersebut akan dibebankan schingga tidak  menyulitkan dan  membawa
kemudaratan, jika telah mendatangkan kesulitan dan kemudaratan maka adat ini
tentu tidak lagi sesuai dengan ketentuan dan ajaran Islam. Jangan sampai suatu
peraturan ditetapkan pada orang-orang yang iidak mampu, tentunya hal ini akan

membawa kemudharatan pada mereka.



BARB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menghargai pluralisme  hukum. yang
mengakui keberadaan hukum barat. hukum Islam dan hukum adat. Dalam
prakteknya, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat merupakan sistem hukum
vang hidup di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, yang bersumber dari aturan-
aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan
kesadaran hukum masyarakatnya. Karena aturan-aturan tersebut tidak tertulis, maka
hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Flukum adat adalah bagian dari hukum vang berasal dari adat istiadat, yakni
“kaidah-kaidah sosial vang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum
dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam
masvarakat™.' Menurut schagian para ahli kata “adat berasal dari bahasa Arab, yakni
adah vyang artinya kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-

w2
berulang”.

' Otje Salman, Rekonsepiualisasi Hukum Adu Kontemporer, PT, Alumni, Bandung, 2002,
hal. 14
Y Gusril Basiv, Hukum Adat Minanghabon, STAIN Bukittinggi Press, 2003, hal. 6



“Seorang pakar Belanda. Comelis van Vollenhoven. schagaimana yang
Jikutip oleh Surojo membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum, yang

terdirl dart:

i Aceh

2. Tanah Gayo — Alas dan Batak beserta Nias.

3: [aerah Minangkabau beserta Mentawai.

4 Sumatera Selatan.

3 Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi. Riauw).
6. Bangka dan Belitung.

T Kalimantan.

8. Minahasa.

9. Gorontalo.

10, Daerah Toraja.

1.1 Sulawes: Selatan.

12. Kepulauan Ternate.

13. Maluku. Ambon.

14, [rian.

15.  Kepulauan timor.

16. Rali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat).

17.  Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura).

18. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta).
19.  Jawa Barat.”

“Sistem hukum adat juga dibagi dalam tiga kelompok. yaitu: Hukum Adat
mengenai tata Negara, Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum

wanah, hukum perhutangan) dan Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).”

* Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta,
982, hal. 86

g hirpe/id wikipedia org/wiki/Hukom adat, (terakhir di kunjungi tanggal 2% maret 2010)
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A.

BAB V1

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai teniron dan mahar menurut

hukum adat perkawinan yang berlaku di Kecamatan Blangkejeren, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.

[

Setiap laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan di Kecamatun
Blangkejeren selain membayar mahar juga diwajibkan membayar teniron.
Teniron merupakan  hubungan hukum dalam perkawinan berupa
kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada
keluarga mempelai wanita yang jumlah dan besarnya telah ditentukan.
Antara teniron dan mahar memiliki perbedaan. teniron dibayarkan
sehelum akad nikah sedangkan mahar dibayarkan pada waktu akad nikah,
mahar merupakan ketentuan dalam agama.

Persepsi mayoritas masyarakat Kecamatan Blangkejeren terhadap
hubungan hukum mengenai teniron ini. masyarakat tetap ingin
melaksanakan dan mempertahankan peraturan adat mengenai teniron yang
telah  ditetapkan  oleh  leluhur,  schingga  dianggap  pantang

meninggalkannya.
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